STUKTUR ORGANISASI DAN URAIAN TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI

LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SANGGAU

2025

Kpt Nomor : 3 TAHUN 2025 : 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SANGGAU NOMOR: 3 TAHUN 2025 TENTANG

STUKTUR ORGANISASI DAN URAIAN TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI

LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SANGGAU

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 11 Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di
Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di
Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten/Kota;

bahwa untuk menindaklanjuti Surat Edaran Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Nomor
23 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pejabat Administrasi di
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi /Komisi Independen Pemilihan Aceh dan
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b
diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau
tentang Struktur Organisasi dan Uraian Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4846) sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang- Undang No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
(Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik ( Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7
tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017



tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6832);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan
Informasi Publik ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272, Tambahan
Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur
Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor 649, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 5);

Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan dan
Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan ( Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 189 );

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi
Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,
Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi,
Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sektretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan
Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum
Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan
atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan
Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum
Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 87/Kpts/KPU/TAHUN 2015 tentang
Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Komisi Pemilihan
Umum;

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 88/Kpts/KPU/TAHUN 2015 tentang
Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di
lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau Nomor: 3 Tahun 2025

Menetapkan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau sebagaimana tercantum dalam lampiran |
Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Menetapkan nama dan jabatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran Il Keputusan
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.



CATATAN:

Menetapkan Uraian Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana
dimaksud pada Diktum KESATU dan KEDUA tercantum dalam lampiran Il keputusan
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Sanggau Nomor 617 Tahun 2024 tentang Stuktur Organisasi Dan Uraian Tugas Pejabat
Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Sanggau dinyatakan tidak berlaku.

Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 02 Juni 2025

Lampiran: 3 him.



